
Abstrak 

Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual, terutama dalam 

mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi reputasi bisnis. Penelitian ini mengkaji pembatalan 

merek terdaftar dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi 

kasus. Kasus ini melibatkan sengketa antara Lowa Sportschuhe GmbH dan Qu Wenqian terkait pendaftaran 

merek “Lowa Simply More” yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan pembatalan merek tergugat 

berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya bersifat formal, tetapi juga 

substantif, dengan mempertimbangkan niat pendaftar dan kepemilikan merek secara faktual. Implikasi dari 

putusan ini adalah penguatan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah serta dorongan terhadap 

penegakan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. 
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Abstract 

Trademark protection is a crucial aspect of the intellectual property legal system, particularly in preventing 

unfair business competition and safeguarding business reputation. This study examines the cancellation of a 

registered trademark with a focus on Supreme Court Decision Number 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 as a case 

study. The case involves a dispute between Lowa Sportschuhe GmbH and Qu Wenqian concerning the 

registration of the trademark "Lowa Simply More," which was allegedly filed in bad faith. The method employed 

is a normative juridical approach through legal analysis of statutory regulations and court decisions. The 

findings indicate that the Supreme Court ruled to cancel the defendant's trademark based on Article 21 

paragraph (3) and Article 77 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and 

Geographical Indications. This decision affirms that trademark protection is not merely formal but also 

substantive, taking into account the registrant’s intent and the factual ownership of the trademark. The 

implication of this ruling is the reinforcement of legal protection for legitimate trademark owners and the 

promotion of honesty and good faith principles in the trademark registration system in Indonesia. 
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